


















UNIVERSITAS PEⅣ質BANGLINAN PANCA BUDI

FAKVLTAttSOSIAL SAIIS
塁tatts Tcltte製ltad Nomori097BAN‐ PT∫Ak,XV/S/11ttOi3)T雛譲 滅 21 FsЪ聾緩i2613

∫l.Jttd.G・atot Sobroto融 `4,S PC)BOX 1099 Tdp.051 30106063 Lledttn 20122

陰ERITA ACARA BIⅣIBINGAN SKRIPSI

Uttivttrsitas          : UniveFsitas Pettballttall Pttca Budiヽ lCdaF.

Fakuitas             i  Sositt Sains

Dosen Pcmbilllbing I  : Dr.M.Arif Salllepi Lubis,S.H.,IM.Hum.

Namaゝ4ahaslsttva      :  NOga IC曲 laヽvan

Progam Sttdi     : 1lmu Htttll■
隅 4               1  1616001219

]ド爾
雄懸 :]鰍轟灘Fttn焼

∬鶏l曇雰 2轟r"糧寝E驚Bukti NIilik Pel畿 襲(

l          Khusus Poltt Su搬 疵ctt Utara)

I i. lrrl t{(a\r>\\r'l#\J, irvlrEnfuq'rirsHr
t_ti 2. irr stx-,tg_ ffiL-*-_

;*'- *-^*^.*l rl-*inai rrn*rrl'r1i k*reksi

覆 魏 講 轟 渕   憲量三、91 PerbaikanLa螢 l_製

ヨ
葦tii青     ¬覇

|   |         l dipeibanyak                 lイ

Medan, Felrruari 2ti20
Diketahui,,Disetujui Ol eh :

Dekan.

A Parttf

n

′

4

１

“

コ
「 n

√

―

ノ
ー

r l



理flttVttR務菫TAS P霊肇霊醇ANGUttAN PANCA BUDI

FAKUttTAS SOSXAL SAINS
Statts TcFよFeditasi No量 or:091/鷺 AN…PT/Ak‐XV/S/1y2013,Tttlgga1 2 1 FebrttE趣 2013

轟.Jond.Gatot Sobrolo XIn 4,5 PO BOX 1099 Telp,061 30106063 Med雛 20122

UniVeFSitaS           :

Fakuitas             i

Doscn Pelnbilrlbing II :

Natta 14由 aslswa4     1

Proga重l Studi        :

N理望          :
Jo可組 g Pendidik銀    :
」udul Skripsi         l

懲重R瞥
・
∬A ACARA轟蓋:播重鶴量卜GAN SXRttPS量

事換iveFsitas Peコ隻La.r.遅姿曲an PttCa Bttdi LIedan

Sosial Sains

lsmald鎖〕S.H.)M,H.
Noga]《幽 la、van

11選uH醸lum
1616◎ O0119
S言滋a Sttu(S.1)

PeFan Pettyidik Ti■ dak― Pidaita KoFllpsi lDal乏 戦n Melindungi Bttang
B懇壼i Milik Pchku(Studi Pcttlitiatt Di Dire競orat Reserse Kriminral

Khusus Polda SumateFa Utara)    .

No. T*uggal Pcttbtthasttn}菫 轟〔cri Farttf
/

1 )Y Afr.tStu! 2J)\9 Pengajuan judul /
2. 02ゃ網鴨ざ猿 ,

Pengcsahanjudlll dan outlinc skHpsi
′

/″
う
Ｄ ら ぼヽ 、 独 o勘 2● Penttllan proposa:skl・ ipsi llnt■lk di koFOkSi

/ 7

4. \6sQclsrq(X\ ?4 Perbaikan hasi[prOpostt skfipsi ulltuk di koreksi /
5. 2.o SEtttrtg€(Lgotl Acc proposal s鷺 ipsi dil醸電載 機凛 ke PCFpbilnbing I /
6. 崚 雨 匈 呼 2o9 Pclttksallaan sclllitiaF prOpOsal skripsi /
7. わ

…

ヽ秩カ Pcngttuan sk五psi lengkap untuk di koreksi /
8. 2? Jpr\$qs.\ 16to Pettaikan hasil墨賭ipsi lenま ap uttuk di breksi /
9. 雰 EnハoNし、象」

"
ACC s建iPsi lengkap d銀 通il鐘竜載kan untttk di

koreksi olch Pcttbil■ bing I

][edttn,   FebFttari 2020



Nama

NPM

Prograrn Studi

-ludul Skripsi

PER]\YATA{]\r

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

: Noga Kurniavtan

: 1616000219

: ihnu Hukum

: Peran penyidik Tindak pidana Korupsi Dalam
Melindungi Barang Bukti Milik pelaku (Studi
Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Sumatera Utara).

Dengan ini inenyatakan bahrva :

1. skripsi ini merupakan hasir karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan
hasil karya orang lain (plagiat).

2  LIcl■ lbcrikian izin hak bcbas Royalti Non―
Eksklllsif kcpada

menyimpan, mengalihkan rnecii#mernformatkan,
mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya
atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pe*yataan ini saya buat dengan penuh tanggung 1au,ab dan saya bersedia
memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan ,vang berlaku apabila dikernudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

UNPAB untuk

mengelola"

melalui internet

Noga Kurniawan



i 

 

ABSTRAK 
 

PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 

MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK PELAKU  

(Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda 

Sumatera Utara) 

 
 

Noga Kurniawan * 

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** 

Ismaidar, S.H., M.H.** 
 

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, yang sedang berkembang 

menuju negara maju. Untuk itu, segala upaya dilakukan oleh pemerintah bersama 

dengan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju tersebut. Namun, upaya ini 

terhambat karena berbagai masalah. Salah satu permasalahan pembangunan nasional 

adalah tindak pidana korupsi.. 

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana 

pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

berkaitan dengan barang bukti yang sah?, bagaimana proses yang dilakukan penyidik 

dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?, dan 

peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti 

milik pelaku tindak pidana korupsi?.  

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian 
hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapagan dengan cara 

wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 

apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi 

penelitian 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Penyidik Ditreskrimsus 

Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana 

korupsi, yakni melakukan Penelusuran aset, melakukan Pembekuan Aset, melakukan 

penyitaan, melakukan tindakan perampasan asset, dan melakukan pengelolaan aset. 

Diharapkan kepada Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak 

pidana korupsi, agar melaksanakannya dengan penuh integritas dan transparansi sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku 

  

Kata Kunci: Penyidik, Korupsi, Barang Bukti. 

-------------------------------------------------------------- 
*  Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan. 

**  Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (recthsstaat) yang 

menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (enforcement 

of law) dan keadilan (equality) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengadakan 

penataan ulang lembaga kenegaraan; (2) peningkatan kualifikasi aparat Negara; dan (3) 

penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.1 

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, yang sedang berkembang 

menuju negara maju. Untuk itu, segala upaya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan 

masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju tersebut. Namun, upaya ini terhambat 

karena berbagai masalah. Salah satu permasalahan pembangunan nasional adalah tindak 

pidana korupsi. 

Seperti dinyatakan oleh Ermansjah Djaja bahwa salah satu tindak pidana yang selalu 

menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing 

lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra 

 

 

 

                                                 
1 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Surabaya, 2011, hal. 1. 

1 
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ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan 

Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, 

moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.2 

Bentuk penyimpangan keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian 

keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tindak pidana korupsi sangat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan 

nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945.3 

Para pelaku kejahatan biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan 

yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke 

dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut 

diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Apalagi didukung oleh pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah menyebabkan terintegrasinya 

sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan 

                                                 
2 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hal. 13. 
3 Arif Setiawan dan Umar Ma’aruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak 

Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 3, September 2017, hal. 517. 
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 menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional 

dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.4  

Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan 

atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak 

berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan 

cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang 

mendahuluinya (predicate crime).5 Sutan Remi Sjadeini menggaris bawahi, dewasa ini 

istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang 

diperoleh dari hasil tindak pidana.6 

Dengan demikian, sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan demi memulihkan 

kerugian keuangan negara, maka segala barang atau harta kekayaan milik pelaku yang 

bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, haruslah disita, dilindungi, dan dikembalikan 

kepada negara dalam bentuk dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang. Adapun dasar 

hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

                                                 
4 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, 

hal. 1. 
5 Ibid., hal. 182. 
6 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 17. 
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Pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan di muka sidang pengadilan 

karena menyangkut ditentukan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan 

yang didakwakan dan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal 

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang 

didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat 

bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Inilah maka hukum acara 

pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata 

yang cukup puas dengan kebenaran formal.7 

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki 

kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Ini berarti untuk tindak pidana 

pencucian uang Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tersebut. Peranan Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana (criminal 

justice system) dibidang kejahatan pencucian uang dapat dilihat dari tindakan penyidikan 

atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap suatu 

tindakan yang diidentifikasi sebagai suatu kejahatan pencucian uang (money laundering).8 

 

 

                                                 
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 249. 
8 Noula Hillary Makauli, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, Jurnal Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2, Februari 2016, hal. 149. 
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Penyidik Polri merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping 

penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur dalam Pasal 6 KUHAP, 

yang pada pokoknya mengatur mengenai wewenang penyidik Polri. Hal ini dijabarkan 

lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah terkait identifikasi 

sumber harta si pelaku, dalam hal kemampuan atau keahlian penyidik polri dalam 

menentukan dan memilah sumber harta kekayaan tersebut apakah bersumber dari tindak 

pidana pencucian uang atau murni harta kekayaan pribadi si pelaku yang tidak bersumber 

dari tindak pidana pencucian uang.  

Terkait permasalahan tersebut, Ismaidar menegaskan bahwa sudah tentu pembuktian 

dalam hal hak-kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi 

menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian dalam 

hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia 

yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus 

dilindungi.9 

Bahwa contoh kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah 

(Polda) Sumatera Utara adalah dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan 

Pengurus K3S atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

                                                 
9 Ismaidar, Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai 

Keadilan, Jurnal FH UNPAB, Volume 6, Nomor 6, November 2018, hal. 17. 



6 

 

Sekolah Dasar Triwulan I tahun anggaran 2019 terhadap Para Kepala Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Dengan Tersangka 3 (tuga) orang 

masing-masing berinisial NB, B, dan AP. 

Adapun penyidikan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/673/V/2019/SPKT-II 

tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin 

Sidik/85/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2019. Bahwa Tersangka dan Barang Bukti 

yang disita oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah diserahkan kepada 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan aman dan dalam keadaan baik.  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 

dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : “Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Di Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana 

di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah? 

2. Bagaimana proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti 

milik pelaku tindak pidana korupsi? 
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3. Bagaimana peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi 

barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah. 

2. Untuk mengetahui proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang 

bukti milik pelaku tindak pidana korupsi. 

3. Untuk mengetahui peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam 

melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat 

dilihat dari tiga aspek yaitu: 

1. Manfaat Akademis  

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. 
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2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan 

serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran penyidik 

ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak 

pidana pencucian uang. 

3. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan 

masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran penyidik ditreskrimsus 

Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana 

pencucian uang. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di 

Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan browsing melalui internet 

ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang 

sedang diteliti, diantaranya : 

1. Skripsi oleh Agus Muliadi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul 

skripsi : “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak 

Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks). Penelitian skripsi tersebut 

dilakukan pada tahun 2016. 
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2. Skripsi oleh Parwila Qonitah. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Judul Skripsi : “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan 

Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung 

No.1261K/Pid.Sus/2015)”. Penelitian skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2018. 

3. Skripsi oleh Imma Multazam. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 

Judul skripsi : “Peran Penyidik Kepolisian Dan Kpk Dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi”. Penelitian skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2017. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Penyidik 

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik adalah Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) 

KUHAP memberikan pengertian “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
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2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tindak pidana dikenal 

dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah “delik”, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan 

suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindakan pidana.10 

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum.11 Menurut Vos, pengertian tindak pidana adalah suatu 

perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu 

kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.12 

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam arti 

yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk 

kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan 

                                                 
10 Amir Ilyas,  Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap 

Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20. 
11 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8. 
12 Tri Andrisman, Hukum PIdana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas 

Lampung, Lampung, 2009, hal. 70. 
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 cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan 

konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.13 

Pengertian Korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara. 

Didalam black`s law dictionary yang dikutip oleh Marwan Effendy dalam 

bukunya, menyatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya 

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang 

lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.14 

 

 

 

 

                                                 
13 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, 

2011, hal. 23. 
14 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum 

Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 80. 
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G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah  

dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian.15 

2. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan 

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapagan, 

yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataannya di masyarakat.16 Penelitian ini bersumber dari pengolahan data yang 

berarti hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.17 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara yaitu 

pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Wawancara adalah 

proses pengumpulan data atau informasi melalui 

                                                 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21. 
16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.15 
17 Ibid, hal. 72. 
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 tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

menjawab (interviewee).18 

4. Jenis Data 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama. 

2) Data sekunder, terdiri dari : 

a. Peraturan Perundang-Undangan. 

b. Keputusan Pengadilan terkait penelitian. 

5. Analisis Data 

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa 

kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang 

berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara 

menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, 

peraturan perundang-undangan, doktrin, pinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan 

peneliti sendiri, yang terkait peran penyidik ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam 

melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana pencucian uang. 

 

 

 

 

                                                 
18 Sudjana, Management Program Pendidikan, Falah Production,  Bandung, 2014,  hal. 297. 
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H. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Di Indonesia Berkaitan Dengan Barang Bukti Yang Sah, terdiri dari : Sistem Peradilan 

pidana dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, Alat bukti dan Barang Bukti hasil 

tindak pidana pencucian uang yang sah menurut KUHP dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, dan Landasan yuridis pembuktian dalam sistem peradilan di di Indonesia. 

BAB III  Proses Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti 

Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari : Tinjauan umum tentang Penyidik Polri, 

Pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, 

dan Proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku 

tindak pidana korupsi. 

BAB IV Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi 

Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari: Upaya yang dilakukan 

oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Hambatan 
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 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang Bukti Milik 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara 

Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi.  

BAB  V Penutup terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM 

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERKAITAN 

DENGAN BARANG BUKTI YANG SAH 

 

 

A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia 

1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang 

merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan 

pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, 

sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana 

sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana 

formil dan hukum pelaksanaan pidana.1 

Lahirnya KUHAP didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu untuk menciptakan suatu 

ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil 

(fair trial) dan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat 

kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam  

 

                                                 
1 Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam 

Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 23. 

16 
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Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yaitu belum menjamin dan memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).2 

Menurut Mardjono Reksodriputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem 

peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan sistem dalam suatu masyarakat 

untuk menanggulangi masalah kejatahan. Menanggulangi diartikan sebagai 

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya 

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem 

peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.3 

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan 

pidana meupakan suatu jaringan atau (Network) peradialan yang menggunakan hukum 

pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.4 

Menurut Geoffrry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya 

tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:5 

 

 

 

                                                 
2 Nefa Claudia Meliala, Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris 

Sebagai Pengganti Praperadilan, FH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 24. 
3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Kontemporer, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3. 
4 Ibid., hal. 6. 
5 Ibid., hal. 7. 
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a. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instusi 

pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum 

semata-mata. 

b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai 

suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang 

bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertiakal sesuai denagan struktur 

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah 

sistem administrasi. 

c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupkan yang 

tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan 

ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat 

aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. 

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi 

pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut: 

a. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu 

penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP). 

Sebelum tahap penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap 

suatu tindak pidana tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5  
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KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di 

lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang  untuk melakukan 

penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut 

ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu 

adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang 

tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang 

(KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 

27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu 

adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam  
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lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan 

penyidik  pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang 

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur 

dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 

dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I 

(Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu. 

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka yang pertama sekali adalah 

dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 

melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda atau barang 

yang yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang 

terjadi.  

b. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab 

V, Pasal 16-19 KUHAP). 
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Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu 

dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penangkapan yang 

diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, 

Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP. 

c. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, 

bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP). 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah 

berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa 

tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. 

d. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-

182 KUHAP). 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang 

kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di 

indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu 

menitikberatkan terhadap perlindungan 
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 atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun 

kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri 

oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan 

kekuasaan aparat penegak hukum. 

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai 

landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja 

dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, 

terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks 

seperti inilah Criminal Justice Process  sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang 

dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka 

sidang pengadilan,  serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga 

Pemasyarakatan.6 

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia 

berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan 

subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai 

berikut: 

a. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari 

masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak 

pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus 

                                                 
6 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39. 
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 yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan 

kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam 

proses peradilan pidana. 

b. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke 

pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan 

melaksanakan putusan pengadilan. 

c. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; 

melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; 

melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan 

yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan 

sehingga publik dapat berpatisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses 

peradilan. 

d. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan 

yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-

hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; 

mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat. 

e. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan 

menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana. 
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2. Asas-Asas Peradilan Pidana Di Indonesia 

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada 

putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam 

peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang_undang 

tersebut. Terkait asas tersebut, penjelasan secara umum dijabarkan dalam KUHAP 

antara lain dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat 

(4), dan Pasal 28 ayat (4) KUHAP; Pasal 50 KUHAP; Pasal 102 ayat (1) KUHAP; 

Pasal 106 KUHAP; Pasal 10 ayat (3) KUHAP; Pasal 110 KUHAP. 

b. Asas praduga tak bersalah 

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dijelaskan dalam 

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana, pada Penjelasan Umum butir 3 huruf C, pada 

pokoknya menyatakan bahwa Setiap orang diproses secara hukum dalam peradilan 

pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang 

menyatakan dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

Menurut E. Utreht dalam  buku Tolib Effendi menyebutkan pengertian asas 

praduga tidak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, 
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 wajib dianggap tidak bersalah hingga adanuya putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.7 

c. Asas oportunitas 

A.Z. Abidin Farid dalam buku Andi Hamzah memberi perumusan tentang 

asas oportunitas merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada 

penuntut umum, dalam hal untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa 

syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan 

umum.8 

d.    Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum 

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) 

KUHAP. 

e.  Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum priviligiatum atau 

perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum 

mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (equality before the law).9 Hal ini 

sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a 

KUHAP. 

 

                                                 
7 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, 2014, hal. 23. 

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20. 
9 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, 

Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 17. 
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f. Asas Tersangka/Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum 

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan 

hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangta luas, 

yang pada pokoknya Tersangka/Terdakwa wajib memperoleh bantuan hukum atau 

pendampingan hukum semasa dalam proses peradilan pidana. 

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 

Asas ini diatur dalam penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 

154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya. 

 

B. Alat Bukti Dan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Sah 

Menurut KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Perspektif sistem peradilan pidana mengisyaratkan bahwa pembuktian sangat 

memegang peranan penting dalam menetukan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari 

visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian dapat diklasifikasikan dalam 

kelompok hukum acara pidana, apabila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi 

pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, 

hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di 

pengadilan, dalam rangka hakim 
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 menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada 

kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.10  

Kekuatan pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam sidang acara pidana harus 

memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KUHAP, sehingga dapat meyakinkan hakim 

dalam persidangan. Barang bukti memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian 

dengan fakta-fakta dipersidangan. Artinya bahwa dalam sistem peradilan pidana wajib ada 

proses pembuktian. 

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses 

penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini 

telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses 

formilnya, atau setidak-tidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses 

penerapan hukum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi.11 

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting 

karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak 

tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang  

 

 

                                                 
10 Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2. 
11 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7. 
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diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas 

alat bukti yang sah menurut undang-undang.12  

Bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat 

bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) 

KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat yang ada hubungannya dengan 

suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian 

guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

Terdakwa. 

Pasal 181 Ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim wajib 

memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah 

ia mengenali barang bukti terebut, jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan 

barang bukti tersebut. Barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat atau keterangan tersangka yang menerangkan 

tentang “barang bukti” tersebut. 

Adapun alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 184 ayat 

(1) KUHAP, yaitu: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

                                                 
12 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, Serta Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 285. 
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d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terdakwa. 

Barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP 

menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  

a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian  diduga 

diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;   

b. Benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau 

untuk mempersiapkannya. 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;   

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;   

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 

Apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa, maka dokumen adalah salah satu 

alat bukti di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak 

pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat jugapetunjuk, 

melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan petunjuk dalam Pasal 184 KUHAP 

tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU yang harus diatur oleh 

UU PPTPPU sendiri. 
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Dalam konteks pidana materiil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sepintas 

bersifat kontradiktif, dalam Pasal 69 menyatakan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang 

tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. 

Menurut penulis bahwa Pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkara tindak pidana 

pencucian uang dapat dilakukan penyidikan juga penuntutan bahkan dilakukan proses 

persidangan meskipun tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tidak 

dibuktikan terlebih dahulu. Maka, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan secara mandiri tanpa 

bersamaan dengan tindak pidana asal. 

Senada dengan itu, menurut Atmasasmita menyatakan bahwa hakikat Pasal 69 UU 

PPTPPU tersebut adalah untuk merampas aset hasil tindak pidana asal (yang dicuci) 

melalui keperdataan (civil forfeiture/in rem), selama ini perampasan aset yang selalu 

digunakan adalah in personam/criminal forfeiture, perampasan aset setelah adanya putusan 

hakim dalam perkara pidana. Karena ketentuan tersebut menegaskan bahwa sasaran 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
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2010 adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan 

yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.13 

 Model perampasan seperti ini menitikberatkan pada “benda” (thing), di mana benda 

dalam konteks ini merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta 

hasil tindak pidana asal) dianggap sebagai “subjek hukum” yang memiliki kesadaran atau 

niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status 

hukumnya.14 

Selanjutnya bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan: “Dalam hal 

penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian 

uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal 

dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada 

PPATK.”  

Penulis menilai bahwa Pasal ini memberi peluang kepada tindak pidana pencucian 

uang dan tindak pidana asal dilakukan penyidikan secara bersamaan, apabila telah ada 

bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana asal. Pasal tersebut juga berimplikasi 

pada penyusunan bentuk surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, berpijak pada Pasal 

tersebut, bentuk surat dakwaan yang  

                                                 
13 Romli Atmasasmita, Globalisasi & Kejahatan Bisnis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 

23. 
14 Ibid., hal. 59. 
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disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, yakni mendakwa secara bersama 

antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. 

 

C. Landasan Yuridis Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Di Di Indonesia 

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai 

pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh 

bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan 

bebean pembuktian.15 Artinya bahwa pembuktian merupakan upaya mendapatkan 

keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu 

keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui 

ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. 

Bahwa Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 

selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum 

acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 

melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 

dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti 

 

                                                 
15 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal. 5. 
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 bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan. 

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah:  

1. Undang-undang;  

2. Doktrin atau ajaran; 

3. Yurisprudensi. 

Terkait pembuktian dalam sistem peradilan pidana, Susanti Ante menguraikan 

sistem atau teori pembuktian, yaitu:16  

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif 

(Positief Wettelijke Bewijs Theorie)  

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang 

melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang 

disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. 

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheorie). Sistem ini 

menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun 

hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah 

menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.  

 

                                                 
16 Susanti Ante, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Volume 

2, Nomor 2, April 2013, hal. 100-101. 
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Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan 

mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana 

kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa 

adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak 

dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa. 

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu  

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga 

sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat 

hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah 

bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan 

tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan 

belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti. 

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang 

Logis (La Conviction Rais onnee)  

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar 

keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai 

dengan suatu kesimpulan sesuai aturan-aturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori 

pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena 
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 hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi 

kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.  

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijk)  

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya 

menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif 

(negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu 

Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah 

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam sistem 

peradilan pidana terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia bertujuan untuk 

membuat terang suatu tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, yang 

mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti dapat disita untuk 

mengganti kerugian negara. 
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BAB III 

PROSES YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN 

 PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA 

 KORUPSI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Polri 

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di 

antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah 

diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada 

siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.1  

1. Pengertian penyidik, penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan 

dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang 

(KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di 

masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai  penyelidik untuk menyelidiki tentang 

sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik 

hanyalah anggota Polri. 

Di dalam Pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat 

kepolisisan negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini 

                                                 
1 L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara. Forum 

Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24. 
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 mengisyarakatkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali 

merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana 

pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-

tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang 

berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya 

para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu 

harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan 

hakim.2 

Penyelidikan yang di lakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah 

Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “polis” dalam 

bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “polis” di beri istilah 

“politea”  yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Namun pada waktu itu 

“polis” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh 

pemerintahan kota termasuk urusan ke agamaan atau penyembahan terhadap dewa-

dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan. Untuk di 

beberapa negara istilah Polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan 

kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah Polis, 

Inggris 

                                                 
2 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana 

dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47. 
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 menggunakan istilah Police, di Jerman menggunkan istilah polizei, di Belanda 

politei, namun di Amerika Serikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang 

mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya 

constable di Amerika Serikat lebih di kenal dengan istilah sheriff, selain di 

gunakannya istilah Police juga di pakai istilah “sheriff” istilah “sheriff” ini 

sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.3 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik  

pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri 

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-

Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah RI 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik 

pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik  

pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang 

 

                                                 
3 Sadjino, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, 

hal. 133. 
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 karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur 

dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 

dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I 

(Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu. 

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada 28 

departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam 

pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra 

dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar 

hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempuyai 

visi misi yang sama dalam penegakan hukum. 

2. Tugas penyidik sebagai aparat kepolisian 

a. Fungsi Preemtif 
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Fungsi preemtif di lakukan bersama dengan polri dan 

departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan 

pencegahan dini, pembianaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan 

antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat.4 

b. Fungsi preventif 

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan 

departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan 

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya 

pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.5 

c. Fungsi represif 

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan 

departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan 

penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses  penyidikan 

serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses 

pengadilan sesuai peraturan perundang-undagan yang menjadi dasar hukumnya.40 

 

 

                                                 
4 I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta 

Perlindungan HAM, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 58. 
5 Ibid., 
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3. Kewenangan PPNS 

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal 

kepentingan penyidikan di antaranya : 

a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, 

menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik. 

d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan 

bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dektorat Jendral Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana  di maksud 

dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. 

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di 

satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana 

mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan 

penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi 

menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing 

institusi penyidik 
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 mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses 

penegakan hukum. 

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas 

penyidikan, khususnya antara penyidik polri dan PPNS, Kitab Undang-Undang Acara 

Hukum Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi 

tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa 

penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  b (PPNS) mempunyai 

wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnaya berada di bawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik polri tersebut dalam Pasal  6 ayat (1) huruf a.  Oleh karean itu, polri di sebut 

sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.  

Bahwa yang di gariskan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan 

“sistem terpadu” (integrated criminal justice system).  Sistem terpadu tersebut di 

letakkan mmdi atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak 

hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang di berikan Undang-Undang 

kepada masing-masing institusi. 
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B. Pengaturan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat Pasal-Pasal yang 

mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dam Pasal 10. 

Adapun Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Arief Amrullah, yaitu:6 

1. Pelaku.  

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 

9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. 

Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan 

bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, 

pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung 

melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima 

hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan 

 

 

                                                 
6 M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Money Laundering, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 25. 
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 dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

2. Transaksi.  

Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan 

mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU 

PPTPPU adalah:  

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola 

Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;  

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan 

untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh 

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;  

3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta 

Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 

4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor 

karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 
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Adapun jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:7 

1. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata 

uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum 

maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.  

2. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.  

3. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau 

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.  

 

 

                                                 
7 Ibid., hal. 67. 



46 

 

 

4. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, 

dan c. e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c 

dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliyar rupiah dan pidana 

tambahan sebagaimana yang disebutkan. 

 

C. Proses Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Milik 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Di dalam KUHAP, salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam 

KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak 

pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menyatakan: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. 

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk 

perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 

Undang- undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 

2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara 
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 keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Penyitaan merupakan tindakan penyidik menempatkan benda di bawah kekuasaanya 

yang di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk 

kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP penyitaan hanya 

dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan 

Pasal 32 ayat (2) KUHAP mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin 

terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan 

segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat. 

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang 

ditentukan oleh KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil 

atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau 

penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan 

menurut peraturan Perundang-Undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara 

yang melawan hukum (wederechtrlyk). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh 

penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaanya.43 
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Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa 

benda yang dapat disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP yaitu Pasal 8 

ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 

ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” yang berfungsi untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Memperhatikan pengertian 

penyitaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. 

Butir 16 KUHAP, kata “mengambil alih”, seolah-olah benda yang akan disita, 

semula adalah kepunyaan penyidik dan kemudian bendanya dikembalikan kepadanya 

dalam keadaan semula,karena itu kata “mengambil alih” kurang tepat dipergunakan dalam 

tindakan penyitaan pada tindak pidana, sehingga lebih tepat digunakan kata “menaruh” 

karena bersifat upaya paksa.  

Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik Polri  

dalam suatu proses penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi dan juga 

untuk menghormati kemerdekaan  seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda 

miliknya, maka pada dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan sesuai dengan proses atau 

tata cara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Perlu diketahui bahwa kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka 

diatur dalam Pasal 38 KUHAP, yaitu:  
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1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua  Pengadilan 

Negeri setempat;  

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus  segera 

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih  dahulu, tanpa 

mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda 

bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 

guna memperoleh persetujuannya.   

Selanjutnya, Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang 

akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan 

dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh 

Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut 

pendapat M. Yahya Harahap bahwa proses pelaksanaan penyitaan yaitu:8 

1. Harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.  

2. Memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal.  

3. Memperlihatkan Benda yang akan disita.  

4. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau 

Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. 

5. Membuat Berita Acara Penyitaan.  

 

                                                 
8 M. Yahya Harahap, Op., Cit., hal. 266. 
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6. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.  

7. Membungkus benda sitaan. 
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BAB IV 

PERAN PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA 

 UTARA DALAM MELINDUNGI BARANG BUKTI MILIK 

PELAKU  

 

A. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam 

Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan pelaksanaan wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. 

Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Sumut, penulis menanyakan tentang upaya 

yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi 

Barang Bukti Milik Pelaku, beliau menjawab “Penyitaan barang bukti dilakukan dengan 

Surat Perintah Penyitaan, sehingga penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti 

milik pelaku secara sah. Isi dari surat perintah penyitaan tersebut tentunya perintah untuk 

menyita benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan pelaku. Terhadap alat bukti tersebut penyidik melakukan pembungkusan atau 

pun penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita, dan 

segera mungkin untuk membuat berita acara penyitaan atas barang bukti yang disita oleh 

penyidik dan atau penyidik pembantu yang diperintahkan.45 

 

 

1 Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 

Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.10 WIB. 
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Kemudian Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. menjelaskan bahwa “Barang bukti 

yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 jam wajib diserahkan kepada Direktorat 

Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang memiliki tugas dan wewenang untuk 

menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda 

sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti”.1 

Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Tahanan dan Barang 

Bukti (Dit Tahti) terhadap alat bukti sitaan tersebut, berdasarkan wawancara Bapak AKP 

P. Siallagan, S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau 

menyatakan bahwa dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, Direktorat 

Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) wajib melakukan tindakan sebagai berikut:2  

1. Menerima serta meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan 

Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang 

bukti;  

2. Melakukan validasi atau mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima 

sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti; 

 

                                                 
1 Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 

Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.10 WIB. 
2 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP P. Siallagan, S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus 

Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.16 WIB. 
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3. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti baik berdasarkan sifat, jenis, wujud, 

dan/atau kualitas yang akan diterima untuk menentukan tempat penyimpanan yang 

sesuai;  

4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, dan 

ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu petugas yang menerima 

penyerahan dengan disaksikan petugas lainnya;  

5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;  

6. Mencoret dari buku register barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah 

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan  

7. Melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik. 

Upaya pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana 

korupsi milik pelaku dapat dilakukan secara Umum dan Khusus. Bapak AKP P. Siallagan, 

S.H. Jabatan Panit 1 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa 

“Pengawasan secara umum dilakukan mulai tingkat Mabes Polri sampai Polsek dilakukan 

secara rutin oleh Kasatker dan Kasatfung. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan 

pemeriksaan administrasi dan buku register daftar barang bukti, memeriksa kondisi tempat 

penyimpanan; dan memeriksa kondisi fisik barang bukti. Pengawasan juga dilaksanakan 

dalam bentuk Supervisi dan Pengawasan Dan Pemeriksaan (wasrik)”.48 
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Terkait upaya pengawasan khusus terhadap barang bukti, penulis melakukan 

wawancara kepada Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus 

Polda Sumut, beliau menyatakan bahwa “Pengawasan secara khusus dilakukan apabila 

terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk 

berdasarkan surat perintah. Tim pengawas terdiri dari unsur Inspektorat Pengawasan, 

Propam, Intelijen Keamanan, dan fungsi terkait lainnya. Maksud dari kejadian yang 

bersifat khusus antara lain adalah adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan, 

penyalahgunaan barang bukti, hilangnya barang bukti, dan adanya bencana yang bisa 

mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak”.3 

Terkait pengelolaan atau perlindungan barang bukti, penulis melakukan wawancara 

kepada Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus Polda 

Sumut, beliau menyatakan bahwa “Data pengelolaan barang bukti dituangkan dalam 

bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti. Mengenai 

pelaporan pengelolaan barang bukti tersebut dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, 

dan tahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib dilaporkan 

kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait lainnya.50 

 

 

                                                 
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Wari Putra Andrial, S.H. Jabatan Brigadir Ditreskrimsus Polda 

Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.23 WIB. 
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B. Hambatan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi 

Barang Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Terkait hambatan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi 

Barang Bukti Milik Pelaku, penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Brigadir Syakdina 

Yolanda, S.H. Jabatan Brigadir Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumut, beliau 

menjawab dengan uraian sebagai berikut:4 

1. Kurang memadainya fasilitas tempat/sarana prasarana. Dalam Perawatan, 

Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. 

2. Kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi Direktorat 

Tahanan dan Barang bukti untuk melakukan penyimpanan seperti kurangnya tempat 

penyimpanan uang yang memadai (brankas), serta belum tempat pengawetan perlu 

ditingkatkan kualitasnya. 

3. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Direktorat Tahanan dan Barang 

Bukti (Dit Tahti) sehingga dalam hal pengukuran barang barang tertentu misalnya 

barang bukti yang berupa emas, maka pihak Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit 

Tahti) harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut. 

4. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Tata cara Pengelolaan Barang bukti 

tidak berjalan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya 

                                                 
51 Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Syakdina Yolanda, S.H. Jabatan Brigadir Bagwassidik Ditreskrimsus 

Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 10.30 WIB. 
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 sosialisasi aturan yuridis tersebut dengan penyidik kepolisian jadi pengelolaan, 

perawatan barang bukti hanya disimpan ditempat seadanya tanpa ada ruangan yang 

memadai dan barang bukti hanya ditaruh tanpaada perawatan. 

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hendaknya dilakukan 

pembenahan dan penyegararan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan 

barang bukti, serta dilakukan pelatihan pengelolaan barang bukti, khususnya yang 

berkaitan dengan barang sitaan seperti emas, dan barang berharga lainnya juga dibutuhkan 

fasilitas yang memadai guna menjaga keutuhan dan perawatan barang sitaan. 

 

C. Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Dalam Melindungi Barang 

Bukti Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa sebagai bentuk 

upaya penegakan hukum dan demi memulihkan kerugian keuangan negara, maka segala 

barang atau harta kekayaan milik pelaku yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, 

haruslah disita, dilindungi, dan dikembalikan kepada negara dalam bentuk dan tata cara 

yang diatur oleh Undang-Undang. Yang mana bahwa Penyidik Polri memiliki 

kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dengan segala 

tindakan hukum yang 
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 melekat terhadap Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak 

pidana korupsi. 

Terkait peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi 

barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi, penulis melakukan wawancara  dengan 

Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda 

Sumut. Beliau menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana 

korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana berupa:5 

1. Melakukan Penelusuran aset yang ditujukan untuk membawa penyelidik, penyidik, 

dan penuntut kepada informasi yang aset hasil tindak pidana korupsi disimpan atau 

disembunyikan.  

2. Melakukan Pembekuan Aset, tindakan ini sebagai larangan sementara untuk 

melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta 

kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan, 

pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan. 

3. Melakukan penyitaan sebagai tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau 

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan.  

                                                 
5 Hasil Wawancara dengan Bapak AKBP Agustinus Tarigan, S.H. Jabatan Penyidik Madya 3 

Ditreskrimsus Polda Sumut, pada tanggal 10 Januari 2020, pkl 11.00 WIB. 
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4. Melakukan tindakan perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi untuk 

memulihkan kerugian negara sebagai pembuktian pada persidangan di Pengadilan. 

5. Melakukan pengelolaan aset dengan melakukan serangkaian proses yang dilakukan 

oleh suatu lembaga seperti pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama 

proses hukum terhadap aset tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana terkait tindak pidana pencucian uang 

di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana pencucian uang hasil 

dari tindak pidana korupsi, yang mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan 

barang bukti dapat disita untuk mengganti kerugian negara. 

2. Proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku 

tindak pidana korupsi, yakni harus ada Surat Izin penyitaan dari Ketua Pengadilan 

Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan Tanda Pengenal, memperlihatkan Benda 

yang akan disita, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh 

Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, membuat Berita Acara 

Penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan, dan membungkus benda 

sitaan. 

3. Peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti 

milik pelaku tindak pidana korupsi, yakni melakukan Penelusuran aset, melakukan 

Pembekuan Aset, melakukan penyitaan, melakukan tindakan  
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4. perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara 

sebagai pembuktian pada persidangan di Pengadilan, dan melakukan pengelolaan aset 

dengan melakukan serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu lembaga seperti 

pemeliharaan atau perawatan aset terkait kejahatan selama proses hukum terhadap aset 

tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada setiap masyarakat Indonesia dimanapun berada dan apapun 

pekerjaan, status dan jabatannya dalam sistem pemerintahan maupun swasta agar 

menghindari perbuatan tindak pidana korupsi dan tidak melakukan tindak pidana 

pencucian uang, serta menjadi pelopor anti korupsi. Hal ini sangat bermanfaat bagi 

kemajuan dan keberlangsungan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Institusi Polri agar melakukan pembenahan dan 

penyegararan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pengelolaan barang bukti, 

serta dilakukan pelatihan pengelolaan barang bukti, khususnya yang berkaitan dengan 

barang sitaan seperti emas, dan barang berharga lainnya juga dibutuhkan fasilitas yang 

memadai guna menjaga keutuhan dan perawatan barang sitaan. 
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3. Diharapkan kepada Penyidik Polri dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak 

pidana korupsi, agar melaksanakannya dengan penuh integritas dan transparansi sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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